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Abstrak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi hambatan dalam konteks reformasi 
pelayanan, telah dilakukan pembinaan personil agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas 
UPT/SAMSAT Medan Utara yang semakin dinamis. Kesimpulan dapat dikemukakan, UPT/SAMSAT 
Medan Utara telah melakukan reformasi dengan cara; membuka pelayanan PKB melalui Bus 
SAMSAT Keliling, membayarpajakdengansistim online, SAMSAT Drive True, mengoperasikan 
SAMSAT Corner di Pusat perbelanjaan, menyederhanakan system pembayaran pajak dan 
membatasi ruang gerak calo. Pergerakan calo belum seluruhnya dapat diantisipasi sehingga masih 
menjadi tantangan untuk melakukan reformasi, demikian juga dengan perluasan pelayanan baik 
dengan Bus SAMSAT keliling maupun SAMSAT Corner, belum seluruhnya permintaan masyarakat 
dapatdipenuhi. 
 
Kata Kunci: Reformasi; Pelayanan PKB. 
 
 
Abstract 
This research shows that to overcome obstacles in the context of service reform, personnel 
training has been done to enable them to carry out the increasingly dynamic UPT / SAMSAT 
North Medan tasks. Conclusion can be put forward, UPT / SAMSAT North Medan has done 
reform by way of; open PKB services via the SAMSAT Mobile Bus, pay online taxes, SAMSAT 
Drive True, operate the SAMSAT Corner in the Shopping Center, simplify the tax payment system 
and limit the scope for the brokers. The movement of brokers has not been fully anticipated so it 
is still a challenge to reform, as well as the expansion of services both with SAMSAT Corner Buses 
and SAMSAT Corner, not entirely public demand can be fulfilled. 
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PENDAHULUAN 
Reformasi semakin akrab bagi 
masyarakat Indonesia. Tuntutan reformasi 
bergerak pada berbagai aspek mulai dari 
sistem pelayanan publik yang dianggap 
lamban dan kaku hingga aspe-aspek politik 
yang terkesan terpusat pada satu partai. Salah 
satu tuntutan reformasi bidang pelayanan 
publik adalah pelayanan di bidang Pajak 
Kenderaan Bermotor (PKB) yang dianggap 
sangat lamban, kaku dan campur tangan para 
calo yang sangat besar yang menyebabkan 
biaya tinggi dalam pengurusan Pajak 
Kenderaan Bermotor. Kondisi ini 
menyebabkan wajib pajak merasa malas 
untuk mengurus Pajak kenderaan 
Bermotornya sehingga menyebabkan  
berkurangnya penerimaan daerah dari sektor 
Pajak Daerah.  
Kantor Bersama Sistem Administrasi 
Manunggal Satu Atap(SAMSAT) merupakan 
salah satu instansi pemerintah yang bergerak 
di bidang pelayanan publik.Salah satu bentuk 
pelayanan publik SAMSAT adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang hendak membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB). SAMSAT dibentuk 
berdasarkan 3 (tiga) keputusan bersama 
antara Menteri Pertahanan 
Keamanan/Panglima ABRI (No.Pol 
Kep.13/XII/1976), Menteri Keuangan 
(No.Kep.1963/MK/IV/1976) dan Menteri 
Dalam Negeri (No. 331 Tahun 1976).Ketiga 
instansi pemerintah tersebut kemudian 
mendelegasikan tugasnya kepada dinas-dinas 
dibawahnya untuk menangani tugas-tugas 
yang bersifat operasional di lapangan. Dalam 
hal ini Menteri Pertahanan 
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata 
mendelegasikan tugasnya kepada Polisi 
Republik Indonesia (POLRI), Menteri 
Keuangan mendelegasikan kepada PT 
Asuransi Kerugian Jasa Raharja sedangkan 
Menteri Dalam Negeri mendelegasikannya 
kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
yang masing-masing membuka cabang pada 
daerah Kabupaten atau Kota.  
Pelaksanakan tugas di lapangan 
dilakukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) 
instansi sebagaimana sistem dan fungsinya 
yang mana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara mengemban tugas 
memungut PKB dan BBN-KB, Kepolisian 
Republik Indonesia Provinsi Sumut bertugas 
memberi pelayanan registrasi dan identifikasi, 
bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), 
STNK dan PNKB, Perum Asuransi Kerugian 
Jasa Raharja bertugas untuk melakukan 
pemungutan SWDKLLJ. 
 Dengan berlakunya Undang-Undang 
nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan, maka sejak tanggal 17 September 
1993 pelaksanaan kegiatan SAMSAT 
disesuaikan dengan isi Undang-Undang 
tersebut. Dalam Pasal 179 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1992 disebutkan, 
Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) 
berlaku selama 5 (lima) tahun, dimana setiap 
tahun akan diadakan pengesahan kembali 
akan tetapi tidak diganti. Pengesahan 
dilakukan oleh POLRI jika wajib pajak telah 
membayar PKB dan SWDKLLJ yang 
dilaksanakan secara komputerisasi 
administrasi kendaraan bermotor pada setiap 
SAMSAT. 
 Dalam rangka menyempurnakan 
pelaksanaan tugas-tugas SAMSAT maka 
untuk kedua kalinya diterbitkan instruksi  
bersama antara Panglima Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia (Nomor : INS/02/X/1993), 
Menteri Keuangan (Nomor : 01/MK.01/1993) 
dan Menteri Dalam Negeri (Nomor : 2A 
tahun 1993). Instruksi bersama diatas 
merupakan penyempurnaan pelaksanaan 
tugas Samsat agar prosedur pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan publik lebih sederhana, 
lebih teratur, lebih mudah dan tidak berbelit-
belit.Namun demikian dalam kenyataannya 
masih banyak keluhan masyarakat terhadap 
prosedur dan koordinasi yang dirasakan 
masih memiliki kelemahan dan ketidak 
tegasan melaksanakan aturan yang ditetapkan. 
Kenyataan ini dapat dilihat  masih 
sering terjadi konflik antara petugas dan 
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masyarakat wajib pajak. Apabila terdapat  
keterlambatan penyelesaian urusan wajib 
pajak masih sulit dilacak dan cenderung 
saling lempar tanggung jawab.  Apabila hal 
ini tidak diantisipasi secara cepat tentu akan 
dapat menurunkan citra Kantor Bersama 
Samsat dalam melayani wajib pajak.  
Fenomena yang sering terjadi 
dilapangan bahwa, ada beberapa komponen 
yang menyebabkan ketidak lancaran dalam 
menyelesaikan surat kendaraan bermotor, 
masing-masing petugas merasa wewenang 
dan tugas sudah diatur secara jelas, sehingga 
petugas tidak bisa mencampuri petugas yang 
lain dalam satu urusan. Jika berkas sudah 
lepas dari petugas yang satu maka berkas 
tersebut sudah menjadi tanggung jawab  
petugas yang lain, sehingga apabila terjadi 
kesalahan pada berkas tersebut petugas awal 
tidak mau disalahkan. Apabila wajib pajak 
menanyakan keterlambatan penyelesaian surat 
tersebut, petugas biasanya hanya menjawab 
masih dalam proses.  
 
METODE PENELITIAN 
Adapun metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan 
analisis kulitatif  yaitu prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan pengamatan 
dengan cara menggambarkan keadaan objek 
peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta 
- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 
Menurut Furchan (1992: 10) Mengatakan 
bahwa data deskriptif dapat dilihat sebagai 
indikator bagi norma - norma dan nilai - nilai 
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang 
menyebabkan atau perilaku manusia. 
Menurut Maleong (2006: 05) Metode 
deskriptif ini dilakukan peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif yaitu sebagai berikut. 
Adalah merupakan penelitian yang 
memanfaatkan wawancara terbuka untuk 
menelaah dan memahami sikap, pandangan, 
perilaku individu dan sekelompok orang. 
Metode ini diarahkan pada latar 
belakang dan individu secara kualistik 
menggunakan metode deskriptif sehingga 
dapat memberikan gambaran mengenai 
realitas sosial yang kompleks mengenai 
pembangunan kawasan kepenghuluan. Dengan 
demikian dalam penelitian ini peneliti 
menghubungkan data, fakta dan informasi 
yang ada dikepenghuluan Ujung Tanjung 
Kabupaten Rokan Hilir mengenai 
implementasi peraturan Daerah Rokan  Hilir 
no.8 tahun 2009 
tentangpembangunankawasan kepenghuluan 
dengan menganalisa kebenaran berdasarkan 
fakta - fakta yang diperoleh 
Teknik  pegumpulan data adalah suatu 
cara untuk memperoleh kebenaran yang di 
pandang ilmiah dalam suatu penelitian 
terhadap hasil yang diperoleh secara 
keseluruhan. Secara empiris dengan 
mengumpulkan data yang relevan, teknik  
pengumpulan data terdiri atas: (1) observasi, 
kegiatan pengamatan dan pencatatan tersebut 
dilakukan secara langsung pada objek 
penelitian dengan cara non partisipasi artinya 
peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja 
dan mencatat hal yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian, (2) wawancara atau 
interview dengan melakukam percakapan atau 
tanya jawab lisan antara dua orang atau 
selebihnya yang diarahkan untuk tujuan 
tertentu. Metode yang digunakan adalah 
interview bebas terpimpin, yaitu penulisan 
mengajukan beberapa pertanyaan yang telah 
disiapkan kemudian langsung dijawab oleh 
informan dengan bebas dan terbuka. Dalam 
hal ini dilakukan peneliti untuk dapat 
menggali informasi data yang akurat dari 
narasumber yang berkaitan dengan kepuasan 
masyarakat terhadap kinerja dinas pekerja 
umum (PU) dan pegawai kantor 
kepenghuluan Ujung Tanjung, 3) dokumentasi, 
dengan melakukan pengamatan langsung di 
lokasi penelitian dengan mencatat hal – hal 
yang terjadi ataupun fakta – fakta yang 
dijumpai yang berkaitan dengan penelitian. 
Kemudian data – data yang dikumpulkan 
dengan teknik dokumentasi cenderung 
merupakan data skunder, sedangkan data – 
data yang dikumpulkan dengan teknik 
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observasi dan wawancara cenderung 
merupakan data primer atau data yang 
langsung didapat dari pihak pertama, (4) 
kepustakaan, peneliti menggunakan data – 
data yang relevan dengan permasalahan yang 
di teliti yang diperoleh dari buku dan 
reverensi, serta naskah lainya. Data yang 
diperoleh merupakan data sekunder yang 
digunakan sebagai data pendukung dalam 
analisis data. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
SAMSAT Medan Utara beralamat di 
Jalan Putri Hijau Kota Medan. Lokasi ini tentu 
sangat strategis untuk memberikan pelayanan 
kepada publik yang berurusan dengan Pajak 
Kenderaan Bermotor yang dapat dijangkau 
dengan mudah dari segala arah di Kota 
Medan. Sehubungan dengan pembentukan 
Dinas Pendapatan Daerah, maka untuk 
meningkatkan penerimaan daerah di bidang 
pemungutan pajak Kenderaan Bermotor 
dibentuklah UPT di lingkungan Dinas 
Pendapatan daerah.Untuk menjawab 
tantangan tersebut, pada tahun 1978 dibentuk 
KUPT/SAMSAT Dinas Pendapatan Provinsi 
Sumatera Utara Medan Utara.Dengan 
keberdaan UPT ini, maka pemilik kenderaan 
bermotor yang hendak mengurus surat-surat 
kenderaannya dapat mendatangi UPT ini baik 
yang menyangkut dengan pengurusan SIM, 
PKB, Balik Nama Kenderaan maupun mutasi 
kenderaan. 
Sistem Administrasi Manunggal Satu 
Atap atau yang lazim disebut SAMSAT 
merupakan salah satu wujud kerja sama 
antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian 
Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. 
Jasa raharja (Persero) yang pada awalnya 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 
bersama Menhankam/Pangab, Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 
Pol.Kep/13/XII/76, Nomor KEP-
1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 tahun 
1976 tentang Peningkatan Kerja Sama antara 
Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando 
Daerah Kepolisian dan Aparat departemen 
Keuangan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan untuk 
meningkatkan pendapatan daerah terutama 
yang menyangkut dengan sektor pajak 
kenderaan bermotor. 
Sistem pelayanan administrasi 
manunggal di bawah satu atap dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
o Masa pajak dan SWDKLLJ disesuaikan 
dengan masa berlakunya STNK. 
o Pembayaran PBK, BBNKB dan SWDKLLJ 
dipungutdan dibayar sekaligus. 
Penelitian ulang STNK dilakukan satu 
kali dalam satu tahun sejak tanggal 
pendaftarannya. Sehubungan dengan sistem 
administrasi manunggal di bawah satu atap 
tersebut, maka dalam memberikan pelayanan 
didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
Prosedur penyelesaian pembayaran 
PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan pengeluaran 
STNK dilakukan secara sistem dan berjalan 
yang bergerak dari satu unit ke unit kerja 
yang lain sebagai suatu jalur bersambung. 
First in first out (FIFO) yaitu melayani 
siapa saja yang datang terlebih dahulu. 
Sehubungan dengan terbitnya Surat 
Keputusan Bersama Antara Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, Direktur Jenderal 
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, 
Dirut PT. Jasa Raharja Nomor: 
Skep/06/IX/1999, Nomor : 973-1228 dan 
Nomor : Skep/02/X/1999 tentang Pedoman 
Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal 
di bawah Satu Atap, bahwa dalam penerbitan 
Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor, 
Surat Tanda Coba Kenderaan Bermotor, 
Tanda Nomor Kenderaan Bermotor dan 
Pungutan Pajak Kenderaan Bermotor, Bea 
Balik Nama kenderaan Bermotor, Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 
diatur dengan proses pendaftaran kenderaan 
bermotorsebagai berikut: 
a. Pendaftaran Pertama. 
b. Pengesahan STNK Setiap Tahun. 
c. Perpanjangan STNK Setelah 5 tahun. 
d. Pendaftaran Kenderaan Mutasi. 
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e. Pendaftaran Kenderaan Bermotor Dengan 
Persyaratan Khusus.   
Untuk pendaftaran pertama kenderaan 
bermotor baru ditetapkan beberapa 
persyaratan yaitu: 
1. Mengisi formulir SPPKB. 
2. Identitas: 
3. Untuk perorangan : Tanda jati diri yang 
sah + 1 lembar foto copy, bagi yang 
berhalangan melampirkan Surat Kuasa 
bermaterai cukup. 
4. Untuk Badan Hukum : Salinan akte 
pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan 
domisili, Surat kuasa bermaterai cukup 
dan ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan. 
5. Untuk instansi pemerintah (termasuk 
BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat 
Kuasa bermaterai cukup dan 
ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 
6. Sertifikat uji tipe, buku tanda lulus uji 
berkala, sertifikat dan tanda pendaftaran 
tipe.  
Setelah persyaratan yang dikemukakan 
diatas telah dipenuhi, maka akan diadakan 
cross chek yang tembusannya disampaikan 
kepada Menhankam/Panglima TNI, Kepala 
Staf Angkatan/Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, daftar kolektif kenderaan bermotor. 
Dalam hal ini, pendaftaran bagi kenderaan 
eks lelang negara ditentukan persyaratan 
sebagai berikut:  
a. Mengisi formulir SPPKB 
b. Identitas: 
c. Untuk perorangan : Tanda jati diri yang 
sahh + 1 lembar fotocopy, bagi yang 
berhalangan melampirkan surat kuasa 
bermaterai yang cukup. 
d. Untuk Badan Hukum : Salinan akte 
pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan 
domisili, Surat kuasa bermaterai cukup 
dan ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan. 
e. Untuk instansi pemerintah (termasuk 
BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat 
Kuasa bermaterai cukup dan 
ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 
Bagi kenderaan bermotor dengan 
fasilitas penangguhan bea masuk, terlebih 
dahulu harus melunasi bea masuk kecuali 
ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. 
a. Surat keputusan lelang dari instansi yang 
berwenang. 
b. Risalah/berita acara penyerahan lelang. 
c. Kwitansi pembelian.  
d. STNK dan BPKB atau surat keterangan 
dari Polisi atau  instansi berwenang 
tentang asal usul kenderaan bermotor. 
e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kenderaan 
bermotor. 
Kemudian, bagi kenderaan bermotor 
import dalam keadaan utuh, proses 
pendaftarannya dilakukan melalui persyaratan 
sebagai berikut: 
1. Mengisi formulir SPPKB 
2. Identitas: 
3. Untuk perorangan : Tanda jati diri yang 
sahh + 1 lembar fotocopy, bagi yang 
berhalangan melampirkan surat kuasa 
bermaterai yang cukup. 
4. Untuk Badan Hukum : Salinan akte 
pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan 
domisili, Surat kuasa bermaterai cukup 
dan ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan. 
5. Untuk instansi pemerintah (termasuk 
BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat 
Kuasa bermaterai cukup dan 
ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 
Pemberitahuan import barang.  
a. Formulir A dar Bea Cukai.  
b. Faktur.  
c. Sertifikat registrasi uji tipe, tanda bukti 
lulus uji tipe, atas buku tanda bukti lulus 
uji berkala.  
d. Bagi hasil pemeriksaan fisik kenderaan 
bermotor.  
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a. Setelah proses pendaftaran pertama 
kenderaan yang dikemukakan di atas, 
maka untuk pengesahan STNK dilakukan 
setiap lima tahun. Dalam rangka 
pengesahan STNK juga kepada wajib pajak 
diwajibkan memenuhi beberapa 
persyaratan yaitu: Mengisi formulir SPPKB 
yang sekaligus berfungsi sebagai 
pernyataan tidak terjadi perubahan 
spesifikasi kenderaan bermotor. 
b. Identitas: 
c. Untuk perorangan : Tanda jati diri yang 
sah+1 lembar fotocopy, bagi yang 
berhalangan melampirkan surat kuasa 
bermaterai yang cukup. 
d. Untuk Badan Hukum : Salinan akte 
pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan 
domisili, Surat kuasa bermaterai cukup 
dan ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan. 
e. Untuk instansi pemerintah (termasuk 
BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat 
Kuasa bermaterai cukup dan 
ditandatangani oleh pimpinan serta 
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 
1) STNK asli 
2) BPKB asli. 
Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) 
merupakan salah satu aspek penerimaan 
potensial pada UPT/SAMSAT Medan Utara. 
Untuk meningkatkan penerimaan daeri sector 
ini, terus dilakukan reformasi pelayanan, baik 
yang menyangkut dengan jangkauan 
pelayanan, system pelayanan maupun proses 
pelayanannya sehingga wajib pajak yang 
hendak membayar kewajiban Pajak Kenderaan 
Bermotornya tidak mesti berlama-lama 
menunggu penyelelesaiannya. Dalam hal ini, 
seorang wajib pajak dapat memperkirakan 
berapa lama waktu yang dipertlukannya 
untuk membayar pajak kenderaan bermotor, 
karena limit waktunya sudah ditentukan 
misalnya, untuk gesek mesin dibutuhkan 
waktu 5 menit, registrasi kelengkapan berkas 
1 menit, pengurusan administrasi kelengkapan 
berkas 3 menit dan lain-lain. 
Pola pelayanan satu atap yang 
diterapkan pada SAMSAT untuk memberikan 
kemudahan pengurusan bagi wajib pajak, 
menjadi cermin bagi wajib pajak dalam hal 
proses pelayanan, jangka waktu pelayanan, 
biaya pelayanan dan meja atau tempat aparat 
bagi mereka menghubunginya. Dengan sistem 
pelayanan yang demikian, apabila si wajib 
pajak telah melengkapi berbagai persyaratan 
yang ditetapkan sesuai dengan jenis 
keperluannya, tidak terlalu lama menunggu 
dan dapat menyusun jadwalnya sehingga 
waktu si wajib pajak menyelesaikan 
urusannya dapat direncanakan. Dengan 
langkah ini, sistem pelayanan yang 
berlangsung selama ini dengan kehadiran 
para calo yang kadang kala memberikan 
kesan menakutkan bagi wajib pajak secara 
perlahan dapat dihindarkan. 
Dengan adanya reformasi administrasi 
pelayanan Pajak Kenderaan Bermotor pada 
UPT/SAMSAT Medan Utara, maka wajib pajak 
yang dapat dijangkau juga semakin banyak. 
Apabila dibandingkan dengan system 
pelyanan PKB yang lama, seorang wajib pajak 
tidak dapat memperhitungkan berapa lama 
waktu yang dibutuhkannya untuk mengurus 
Pajak Kenderaan Bermotornya, sehingga ada 
kalanya diantara wajib pajak tersebut tidak 
mengurus Pajak Kenderaan Bermotornya 
hingga bertahun-tahun. Apabila jumlah wajib 
pajak yang tidak membayar Pajak Kenderaan 
Bermotornya, tentu hal ini akan berdampak 
minimnya penerimaan UPT/SAMSAT Medsan 
Utara.Oleh karena itu, reformasi pelayanan 
yang dilakukan pada UPT/SAMSAT 
memberikan dampak yangpositif terhadap 
peningkatan penerimaan UPT/SAMSAT Dinas 
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Medan 
Utara. 
Inovasi yang dilakukan UPT/SAMSAT 
Medan Utara untuk meningkatkan 
penerimaan dari sector Pajak Kenderaan 
Bermotor adalah, membuka grai di beberapa 
pasar tradisional misalnya, Grai Marelan, Grai 
Tembung dan lain-lain. Dengan kehadiran 
system pelayanan Pajak Kenderaan Bermotor 
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yang demikian, maka wajib pajak semakin 
aktif membayat kewajibannya dan tidak mesti 
dating lagi ke Kantor UPT/SAMSAT Medan 
Utara, cukup mengurusnya pada temat-
tempaat yang telah disediakan tersebut. 
Selain dari pada system pelayanan yang 
demikian, UPT/SAMSAT Medan Utara juga 
megoperasikan SAMSAT Keliling dengan 
menggunakan Bus Keliling sebanyak 3 unit. 
Dengan system pelayanan SAMSAT Keliling 
ini dapat memberikan pelayanan pajak 
Kenderaan Bermotor dan perpanjangan Surat 
Izin mengemudi.Bagi wajib pajak yang tempat 
tinggalnya dekat dengan lokasi Bus SAMSAT 
keliling berada, tidak perlu lagi dating ke 
Kantor UPT/SAMSAT Medan Utara.Banyak 
diantara wajib pajak yang menunda 
pembayaran pajak kenderaan bermotornya 
dengan alasan jangkauan ke Kantor 
UPT/SAMSAT Medan Utara yang jauh.Dengan 
adanya system pelayanan jemput bola ini 
dapat memberikan pelayanan yang lebih 
maksimal kepada wajib pajak. 
Pada beberapa tempat, UPT/SAMSAT 
Medan Utara juga telah mengoperasikan 
SAMSAT Drive True misalnya di jalan 
Diponegoro. Untuk membayar kewajiban 
Pajak Kenderaan bermotor, Surat Izin 
Mengemudi pada SAMSAT Drive True 
tersebut wajib pajak dapat membayar pajak 
tanpa  turun dari kenderaannya. Upaya 
reformasi pelayanan yang dilakukan oleh 
UPT/SAMSAT Medan Utara untuk 
memperluas pelayanan kepada wajib pajak, 
juga dilakukan dengan pengoperasian 
SAMSAT corner di Pusat-pusat perbelanjaan. 
Sistem pelayanan yang demikian 
dikembangkan dengan suatu konsep yaitu, 
Berbelanja sambil membayar pajak.Dengan 
konsedp ini, maka wajib pajak tidak perlu lagi 
mempersiapkan diri dengan waktu tertentu 
untuk membayar pajak kenderaan 
bermotornya, akan tetapi dapat membayarnya 
sambil berbelanja ke tempat-tempat tertentu 
misalnya, pada Sun Plaza. 
Dengan adayanya reformasi pelayanan 
administrasi di tubuh UPT/SAMSAT Medan 
Utara, maka untuk membayar keperluan 
Pajak Kenderaan Bermotor, wajib pajak tidak 
dibebankan lagi dengan berbagai persyaratan-
persyaratan yang merepotkan mereka, 
misalnya tidak perlu lagi melampirkan Buku 
Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKB), tidak 
perlu lagi memakai Map dan tidak perlu lagi 
melampirkan foto copy pembayaran pajak 
setiap tahunnya. Jadi wajib pajak cukup 
menunjukkan Surat Tanda Nomor Kenderaan 
(STNK) yang asli dan Surat Izin Mengemudi 
(SIM) yang asli.Dalam waktu lebih kurang 5 
menit apabila antrian tidak banyak, maka 
keperluan wajib pajak tersebut dapat 
diselesaikan. 
Dengan demikian, semakin 
berkembangnya penggunaan teknologi untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
wajib pajak, UPT/SAMSAT Medan Utara telah 
membuka system pembayaran pajak 
Kenderaan bermotor secara online. Dengan 
system pelayanan online, wajib pajak dapat 
membayar pajak kenderaan bermotornya 
dimanapun dia berada, misalnya wajib pajak 
yang sedang beradadi Kota Tebing Tinggi 
dapat membayar Pajak kenderaan 
Bermotornya di Medan, demikian juga 
sebaliknya.Dengan system online ini tentu 
sangat membantu bagi para wajib pajak, 
karena diantara wajib pajak ada rutinitasnya 
yang sangat dinamis ke luar kota. 
Upaya reformasi administrasi pelayanan 
Pajak kenderaan Bermotor yang dilalukan 
UPT/SAMSAT Medan Utara juga diarahkan 
untuk mempersempit ruang gerak calo, 
karena system percaloan yang beredar pada 
Kantor UPT/SAMSAT Medan Utara selama ini 
sudah meresahkan masyarakat yang hendak 
mengurus pajak kenderaan bermotornya. 
Untuk membatasi system percaloan, maka 
UPT/SAMSAT Medan Utara menugaskan 
pemandu untuk memberikan informasi 
kepada wajib pajak dengan personil yang 
cukup. Demikian juga terhadap Biro Jasa yang 
diperkenankan beroperasi di UPT/SAMSAT 
Medan Utara harus memiliki izin Usaha 
(SIUP), NPWP dan tada daftar perusahaan. 
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Apabila persyarata-persyaratan tersebut telah 
dipenuhi, baru diberikan ijin untuk beroperasi 
di lingkungan kantor UPT/SAMSAT Medan 
Utara.   
Dengan adanya reformasi administrasi 
pelayanan yang dilakuan pada UPT/SAMSAT 
Medan Utara, ternyata memberikan dampak 
positif bagi pengurusan Pajak Kenderaan 
Bermotor, yang mana wajib pajak semakin 
rajin untuk mengurus pajak kenderaan, hal 
ini tentu saja memberikan pemasukan yang 
lebih besar kepada UPT/SAMSAT Medan 
Utara sehingga memiliki kontribusi 
mendukung Pendapatan Asli Daerah. 
Pada tahun 2015 wajib pajak yang 
mengurus Pajak Kenderaan Bermotor roda 2 
sebanyak 380.187 orang, sedangkan wajib 
pajak yang mengurus Pajak Kenderaan 
Bermotor roda 4 sebanyak 124.621 orang. 
Kemudian, hingga bulan Agustus tahun 2015 
wajib pajak yang telah membayar Pajak 
Kenderaan Bermotor roda 2 telah ,mencapai 
312.804 orang sedangkan yang membayar 
Pajak Kenderaan bermotor roda 4 sebanyak 
123.209 orang. Dengan peningkatan jumlah 
wajib pajak yang membayar Pajak Kenderaan 
bermotor tersebut akan memberikan dampak 
positif bagi penerimaan asli daerah yang 
memiliki kontribusi besar untuk pembiayaan 
pembangunan daerah.   
Dalam rangka meningkatkan 
penerimaan dari sektor Pembayaran Pajak 
Kenderaan Bermotor pada SAMSAT Medan 
Selatan, masih ditemukan faktor kendala baik 
yang bersifat internal maupun yang bersifat 
external. Kendala yang bersifat internal 
seperti, profesionalisme personil belum 
maksimal, pada beberapa meja pelayanan 
tidak mencantumkan kwitansi, sistem 
pelayanan belum seluruhnya sesuai dengan 
yang tertulis pada papan pengumuman 
tentang Standar Pelayanan Prima, sedangkan 
yang bersifat external misalnya, jasa calo 
belum dapat dihilangkan sepenuhnya, campur 
tangan instansi atasan terlalu jauh, demikian 
juga dengan kesadaran masyarakat membayar 
Pajak kenderaan Bermotor belum merata.  
Untuk mengatasi faktor penghambat 
atau kendala tersebut, pihak SAMSAT Medan 
Utara terus melakukan cara-cara preventif 
dan represip. Cara preventif dilakukan 
dengan menyampaikan himbauan kepada 
pemilik kenderaan agar menyelesaian utang 
pajaknya, menyampaikan himbauan akan 
pentingnya pembayaran pajak untuk 
pembangunan daerah. Sedangkan cara-cara 
represip dilakukan dengan menilang 
kenderaan yang tidak memiliki kelengkapan 
surat-surat, memperluas kegiatan razia, 
pengenaan denda bagi pemilik kenderaan 
yang terlambat membayar kewajibannya”.   
Demikian juga dengan pembenahan 
organisasi terus dilakukan dengan 
meningkatkan kualitas dan kuantitas personil 
sesuai dengan volume pekerjaan yang 
dihadapai yang cenderung mengalami 
peningkatan.Personil diberikan kesempatan 
untuk mengikuti Diklat, dan kursus-kursus 
lainnya sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan mereka untuk menyelesaikan 
tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada wajib pajak pada UPT/SAMSAT 
Medan Utara, dilakukan pembenahan disegala 
lini pelayanan, mulai dari sarana dan fasilitas 
pelayanan, kualitas personil hingga jangkauan 
temat-tempat pelayanan yang dapat 
menjangkau masyarakat di seluruh Kota 
Medan. Memperluas jangkauan pelayanan 
sangat penting, karena beberapa alasan wajib 
pajak atas keterlambatan atau keengganannya 
untuk membayar Pajak Kenderaan bermotor 
disebabkan jauhnya tempat pembayaran Pajak 
Kenderaan bermotor dengan tempat tinggal 
mereka.Hal ini dibenarkan oleh Kepala 
UPT/SAMSAT Medan Utara yang menyatakan, 
“banyak diantara wajib pajak yang tidak 
terjaring untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya, namun dengan dibukanya system 
pelayanan SAMSAT Keliling, mereka semakin 
aktif untuk membayar kewajibannya”. 
Untuk lebih memperluas jangkauan 
pelayanan kepada wajib pajak, UPT/SAMSAT 
Medan Utara terus memikirkan perluasan 
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pelayanan dengan menambah Bus SAMSAT 
Keliling. Menurut wawancara dengan Kepala 
seksi PKB mengemukakan, “Bus SAMSAT 
keliling yang dimiliki saat ini baru 3 unit, 
untuk tahun 2014 direncanakan 
penambahannya sekitar 2 unit lagi. Dengan 
penambahan tersebut diharapkan akan dapat 
memperluas jangkauan pelayanan Pajak 
Kenderaan Bermotor sesuai dengan wilayah 
kerjanya”.Pelayanan pada Bus SAMSAT 
Keliling berupa perpanjangan PKB dan SIM 
sedangkan untuk pembuatan awal harus 
langsung ke Kantor SAMSAT Medan 
Utara.Namun demikian, biasanya jumlah 
perpanjangan PKB dan SIM biasanya memiliki 
frekwensi yang lebih besar dibandingkan 
dengan pengurusan awal sehingga dapat 
mengurai antrian di Kantor UPT/SAMSAT 
Medan Utara. 
Perluasan tempat-tempat pelayanan 
pajak kenderaan bermotor pada pasar 
swalayan seperti yang diterapkan pada Sun 
Plaza selama ini, juga terus dipikirkan 
pengembangannya. Dengan semakin 
banyaknya system pelayanan pajak kenderaan 
bermotor wajib pajak seperti ini, tentunya 
akan dapat mendorong keinginan masyarakat 
untuk menyelesaikan hutang pajaknya karena 
sambil berbelanja mereka dapat sekaligus 
untuk membayar hutangpajak kenderaan 
bermotor yang menjadi tanggungannya.  
Untuk mengatasi hambatan dalam 
konteks reformasi pelayanan, telah dilakukan 
pembinaan personil agar mereka mampu 
melaksanakan tugas-tugas UPT/SAMSAT 
Medan Utara yang semakin dinamis.Menurut 
wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha mengemukakan, “dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan, personil 
diberikan kesempatan mengikuti pendidikan 
dan latihan sesuai bidang tugasnya.Setelah 
selesai mengikuti Diklat mereka diharapkan 
akan dapat memberukan pelayanan yang 
lebih baik sesuai dengan kemajuan teknologi”. 
Sarana dan fasilitas pelayanan juga 
terus ditingkatkan, baik dari asegi mutunya 
maupun dari segi jumlahnya.Hal ini dilakukan 
karena semakin dinamisnya kebutuhan wajib 
pajak dan menginginkan urusannya dapat 
diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. 
Untuk kepentingan tersebut, semua dilakukan 
pelayanan serba komputerisasi misalnya, 
proses administrasi, sistim antrian, 
penyelesaian berkas dan lain-lain.  
 
SIMPULAN 
Untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada pemilik kenderaan, 
UPT/SAMSAT Medan Utara telah melakukan 
reformasi dengan cara, membuka pelayanan 
PKB melalui Bus SAMSAT Keliling, membayar 
pajak dengan sistim online, SAMSAT Drive 
True, mengoperasikan SAMSAT Corner di 
Pusat perbelanjaan, menyederhanakan system 
pembayaran pajak dan membatasi ruang 
gerak dari pada calo yang dapat meresahkan 
masyarakat yang hendak mengurus PKB atau 
keperluan lainnya. 
Pergerakan calo belum seluruhnya 
dapat diantisipasi sehingga masih menjadi 
tantangan untuk melakukan reformasi, 
demikian juga dengan perluasan pelayanan 
baik dengan Bus SAMSAT keliling maupun 
SAMSAT Corner, belum seluruhnya 
permintaan masyarakat dapat dipenuhi. 
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